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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR PM 192 TAHUN 2015
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN INAPORTNET
UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI PELABUHAN

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

-a.

bahwa melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor
PM 157 Tahun 2015 tentang penerapan inaportnet untuk
pelayanan kapal dan barang di pelabuhan , telah diatur
ketentuan mengenai penerapan inaportnet untuk
pelayanan kapal dan barang di pelabuhan;

bahwa dalam rangka meningkatkan dan memperluas
wilayah pemberian pelayanan kapal dan barang secara
efektif dan efisien yang melibatkan instansi dan
pemangku kepentingan di pelabuhan melalui sistem
layanan tunggal berbasis internet secara terintegrasi
sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu penambahan
pelabuhan yang menerapkan inaportnet;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun
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Mengingat

1.

2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk Pelayanan

Kapal dan Barang di Pelabuhan;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang
Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4849);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5070), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun
2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun
1436H/2015M (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5731);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang
Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan Di Perairan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5208);

Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2008 tentang
Penggunaan Sistem Elektronik Dalam Kerangka
Indonesia National Single Window (INSW), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35
Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 84);
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Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun
2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun
2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 1113);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Utama (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 627);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun
2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas
Pelabuhan Utama (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 628);Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor PM 36 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 629)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 135 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor Pm 36 Tahun
2012 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor
Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1401);

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 157 Tahun
2015 tentang Penerapan Inaportnet Untuk Pelayanan
Kapal dan Barang di Pelabuhan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 1549);
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Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR PM 157 TAHUN 2015 TENTANG PENERAPAN
INAPORTNET UNTUK PELAYANAN KAPAL DAN BARANG DI
PELABUHAN.

Pasal |
Ketentuan ayat (2) Pasal 5 dalam Peraturan Menteri
Perhubungan Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan
Inaportnet untuk Pelayanan Kapal dan Barang di Pelabuhan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1549)
diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 5
(1) Penerapan Inaportnet secara online dilakukan secara
bertahap.
(2) Tahap awal penerapan Inaportnet secara online
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada
16 (enam belas) pelabuhan, sebagai berikut:
Pelabuhan Belawan;
Pelabuhan Tanjung Priok;
Pelabuhan Tanjung Perak;
Pelabuhan Makassar;

Pelabuhan Tanjung Emas;
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Pelabuhan Bitung;

Pelabuhan Dumai;

J @

Pelabuhan Banten;

Pelabuhan Batam:;

Pelabuhan Panjang;

N ¢

k. Pelabuhan Banjarmasin;

Pelabuhan Balikpapan;
Pelabuhan Ambon;
Pelabuhan Sorong;

Pelabuhan Manggar; dan
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Pelabuhan Tanjung Uban.
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(3) Penerapan Inaportnet di pelabuhan selain sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), akan diatur dengan Peraturan

Menteri.

Pasal Il
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 November 2015

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.
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